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PRESIDEN
REFPUBILIK INDONE STA
REPUBLIK INDONLESIA
NOMOR 76 'TAIIUN 2000
TENTANG

PENGUSAHAAN SUMBEE DAYA PANAS BUMI

UNTUK PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa scsuar dengan kebyaksanaan diversifikasi dan konscrvasi
energt, perlu dilakukan usaha dan upaya untuk lebih mendorong
penggunaan sumber daya panas bunu sebagar energi unfuk

pembangkitan tenaga histiik secara clisicn dan berdaya saing;

bahwa berdasarkan pertimbangan tevscbut di atas, dan guna
mendapatkan harga listrik yang layak scrta adanya rasio risiko

antara pembeli dan perasok yang scimbang,

()

periu dilakukan
pembaruan pengaturan tentang pengusahaan sumiber daya panas

butni untuk peribangkitan tenaga listeil,

Pasal 4 ayat (1) dan Tasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1983 tentang Ketenagalistrikan

(Lctubaran Negara Repullik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74,

¥
Undang-undang Notor 20 Tahun 1997 tentang Penerhmaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun

1997 Nomor 43, Tanmbahan Lembaran Negava Nomor 3G87),

Undang-undang Nomor 235 Tahun 1997 lentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (embaran Negara Republik Indonesia Tahun

1997 Nomor 68, Tambahan Leribaran Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

GO, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

<

6. Undang- ...
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Undang-undang Nowmor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Danpak Lingkungan tlidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3838},

Keputusan Presiden Nowwor 7 Tahun 1998 'tentang Kerja Sama
Pemerimtah dan Badan Usaha Swasta dalam Pemibangunan dan

atau Pengelolaan Infrastructur;

Keputusan  Presiden Nomor 166 Tahun 1989 tenlang
Restruktuvisasi dan Rehab itasi PE. (PERSERO) Perusahaan Listrik

Negara,

MEMUTUSEAN :

Menetapkan @ KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGUSAIIAAN SUMBER DAYA
PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden nn yang dunaksud dengan

l.

Pengusahaan sumber daya panas bunn adalah rangkaian kegiatan

yang mcliputi kegialan cksplovasi, cksploitasi dan pembangkitan

tenaga Listuik.

Z. Lksplorasi ...
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Lksplorasi  adalah  kegiatan  penychdikan  geologl,  geokinua,
gcofisika, dan landaian sulw yang apabila diintegrasikan pada
suatu daerah panas bumi dapat menghasilkan uap atau fluida
melalui pengeboran swunur cksplorast untuk mengetahur tingkat
cadangan lerduga, tinzkat cadangan mungkin  dan  tingkat

cadangan lerbukti.

Lksploitast adalah kegiatan yang mechipuli pengeboran sumur
produkst dan injeksi untuk mencapar target kapasitas produks,
pembangunan fastiilas lapangan panas bumi untuk pembangkitan

tenaga listrik.

Wilayah Usaha adalah wilayah tertentu untuk melakukan kegiatan
cksplorasi, cksploitasi dan pembangkitan tenaga listrik yang batas-

batas dan syarat-syarat wilayah ditctapkan oleh Kepala Dacrah,

furan Eksploitasi adalah uran yang dibayarkan kepada Negara atas

hasil yang diperoich dari pengusahiaan sumber daya panas bumi.

izin Pengusahaan adalah izin yang diberikan olch Kepala Dacral
kepada Badan Usaba untuk melakukan kegiatlan pengembangan
sumber daya panas bumi untuk pembangkilan tenaga listrik untuk

kepentingan senditi di wilayah usahanya.

Badan Usaha adalah Badan Usalia Milik Negara scbagai emegang
Kuasa Usaha Ketenagalistvikan (YKUK), Koperast dan Badan Usaha
Swasla yang berbadan wkum yang dibentuk dan  didirikan

berdasackan hukum Indonczsia.

Mcenteri adalalh Mentert yang bervtanggung jawab di bidang

sumber daya panas bunu dap ketenagalistrikan.

Perierintalv adalah Departemen Pertambangan dan Encrgi oo unit

yang berlanggung jawab di bidang sumber daya panas bumt.

10. Rencana
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Rencana Umum  Ketenagalistrikan  Nastonal  (RUKN)  adalah
rencana kebutuhan daya histrik nasional yang ditetapkan olch

Mentert,

. BAD I <
EKSPLOEASI

Pasal 2

Lksplorasi sumber daya panas bunu dapat dilaksanakan oleh

Pemerintah, Koperasi dan Badan Usaha Swasta,

Fksplorasi sumber daya panas bhumit oleh Pemerintah didasarkan

pada prospek panas bumi dan kebutuhan daya listrik,

Lksplorasi sumber daya panas bumi olch Pemerintah scbagaimana
cimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan sampal dengan

penemuan cadangan terbukti.

Data hasil cksplorasi suwmber daya panas bumi scbhagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah milik Pemerintah.

Eksplorasi sumber daya panas bumi olch Koperasi dan Badan
Usaha Swasta schagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

untuk pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Eksplorast schagaimana dimaksud dalam ayat (5), diberikan batas
waktu paling lama 3 (higa) tahun scjak tanggal izin pengusaliaan
dikeluarkan sampai dengan pencmuan cadangan terbukti dan
apabila perlu dapat diperpanjang paling, banyak 2 (dua) kali

masing-masing 1 (satu) tahun,

Ketentuan nmengenar  tala cara  dan persyaratan  Eksplorasi

ditetapkan lebilu lanjut oleh Menteri.

BAB i
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BAB 111
EKSPLOITASI

Fasal 3

Badan Usaha yang mele kukan Eksploitasi untuk pembangkitan
tenaga listrik untuk kepentingan umuwm harus membual rencana

Lksploitasi.

Eksploitasi sumber daya panas bumi oleh Koperasi dan Badan
Usaha Swasta untuk pembangkitan  tenaga  listrik untuk
kepentingan umum, pelaksanaannya djlz_ik_ukan atas kerja sama
dengan PKUK melalui lelang. |

Dalam hal cksplorasi sebigaimana dimaksud dalam Fasal 2 ayat
(3) tidak sampai pada penemuan cadanzan ferbukli, Badan Usaha
dapat melakukan cksplorasi  lanjutan  dan  cksploitasi  untuk

pembangkitan tenaga listuik,

Eksplorasi lanjutan dan cksploitast untuk pembangkitan tenaga
listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) oleh Badan Usaha
Swasta dan Koperasi, dilakukan atas kerja sama dengan PKUK
melalui lelang,. |

Lksploilasi sumber daya panas bumi yang dilakukan oleht Badan
Usaha wuntuk pembangkitan tenaga listvik uniuk  kepentingan

umum didasarkan pada RUKN.

Koperasi dan Badan Usaha Swasta  yang mengikuti  lelang
schagaimana dimaksud dalian ayal (2) dan ayat (4) wajib menihki
kemampuan keuangan, tekns cperasional, dan penilaian kinerja
yang baik.

Eksplontast sumber daya paas bun yang dilakukan olch Koperasi
dan Badan Usaha Swasta unfuk pembangkitan tenaga listeik untuk
kepentingan sendirt tidak mengikat Pemermtah atau PKUK untuk

membeli tenaga listrik yang dihiasilkan.

(8) Tata
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Tala cara dan syarat-sywat pelclandan scbagaumana dimaksud

dalant ayal (6) ditetapkan lebih [anjut ofeh Menten.

BAB 1V
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

Pasal 4

Pembangunan dan pengoperasian instalasi permibangkit tenaga listrik

chifaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang

ketenagalistrikan,

(N

(2)

(3)

“hH

BADB V
PERIZINAN

Pasal &

Pengusahaan sumber daya panas bumi sclain yang dilakukan olch
Pemermtah dan atau olet KUK, pada tingkat cksplorasi, hanya

dapat dilakukan berdasarkan [z Pengusahaan.

Fengusahaan sumber daya panas bumi scbagaimana dimaksud
datam ayat (1) dilakukan dengan pembiayaan tanpa jaminan dan
tanpa  kewajiban  dari  pemerintah terhadap  modal  yang

ditanamkan.

[zin Pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pemibangkitan
fenaga listrik hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha Swasta
dan Koperast yang telah memenubu syavat-syarat administrasi,
teknis dan keuangan.

Kepala Dacrah _scsuar dengan kewenangannya masing-masing,
memberikan Izin engusataan sumber daya panas bumi untuk
pembangkitan tenaga listriic untuk kepentingan sendirt di wilayah
nsahanya dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh)

hart kalender setelab permohonan izin diterima sccara lengkap.

(5) Dalam
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(5) Dalam hal permohonan izin tidak mendapat persetujuan, Kepala
Dacrah menyampatkan jawaban tertulis disertar alasan penolakan.
(G) Badan Usaha wajib meclaksanakan Tksploitasi dan membangun
instalasi pembangkit tenaga listrik sampai dengan beroperasinya
tenaga listvtk paling lambat 5 (lima) tahun scjak tanggal
dikeluarkan Izin Pengusahaan.
(7) Kepala  Dacrah  dapat  mencabut  atau  membatalkan  [zin
Pengusahaan, dalam hal Badan Usaha Swasta dan Koperasi:
a. menundahkan lzin lengusahaan kepada pihak lain tanpa
persclujuan Kepala Dacrah; atau
b. tidak meclaksanakan kewajibannya S'cbag;limana cdimaksud
dalam ayal (6).
(8) Tata cara perizinan pengusahaan sumber daya panas bumi untuk

pembangkitan tenaga listrik ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI
I AK

Pasal 6

Pemcegang lzin Pengusahaan Derhak melakukan kegiatan Eksplorasi
dan atau Eksploitasi scria pempangkitan tenaga listrik dalam Wilayah

Usala sclama lzin Pengusahaan masth berlaku.

BAD Vi
KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) Pemerintah, PKUK atau Femegang lzin Pengusahaan  harus
memberitahukan lebih dulu kepada Pewmerintah Daerah setempat
schelum melaksanakan kegiatan tksplorasi dan atau Eksploitasi

scrla pembangkitan fenaga histiik,

(Z2) Dalam
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Datam hal di Wilayalh Usaha tcrdapat bagian-bagian tanah yang
cikuasai oleh pemegang hak atas tanali atau pemakar tanal, maka
schelum memulai kegiatannya, Badan Usaha wajb menyelesaikan
masalah tanah terscbut scsuai peraturan perundang-undangan di

bidang pertanahan.

Dalam hal di Wilayah Usaha tcrdapal tanah ulayat dan yang
serupa dati masyarvakat hukum adat, maka penyelesaian hak-hak
atas tanalt di Wilayah Usaha tersebut dilakukan oleh Badan Usaha
dengan  masyarakat hulkam  adat yang bersangkutan scsuai

kesepakatan kedua belah p hak.

Ferolehan lanahi-tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan
ayat (3) dapat dilakukan dengan cara peganjian pemakaian,
rcengalihan hak, pelepasan hak atau kerja sama.

(& ) \]
I'erolehan tanah-tanah scoagaimana dimaksud dalam ayal (4)

dilakukan hanya terhadap tanah yang dipergunakan langsuung

untuk kepentingan Badan Usaba yang bersangkutan.

Perolehan tanal schagaimana dimaksud dalan ayat (5) dilakukan

dengan cara yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pasal 8

Peruegang  {zin Pengusaliman  dalamt melaksanakan  kegiatan
Eksplorast dan atau cksploitast serta pembangkitan tenaga listrik

mengutamakan tenaga setempaf sesuan dengan keahliannya.

PFemegang Izin Pengusahaan waph menyampaikan rencana kerja

dan anggaran kepada Kepala Dacral serla bertanggung jawab atas

segala akibat yang timbul dart pelaksanaan 1zin yang dimihiki.

Pemicgang Iz Pengusahaan wanb mclaporkan sctiap rencana
perubahan yang berhubungzan dengan kegiatan Bksplorast dan

atau Eksploitast kepada Kepala Dacrah.

BAB VIIL ..
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BAB VIll
PENETAPAN DAN PENGEMMBALIAN WILAYALL

Pasal ¢

Batas dan  luas  wilayah  <cgiatan  Eksplorasi, Lksploitast  dan
pembangkitan tenaga listrik diletapkan oleli Kepala Daerah berdasar-
kan pertimbangan tcknis dan kondisi sctempat, dan dicantumkan

dalam surat lzin Pengusahaart.

Pasal 1©

(1) Dalam hal ELksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(6G) telah sclesat, Badan Usaha wapb mengembalikan seluruh

wilayah yang tidak dipcrgunakan lagt.

(2) Dalam hal Eksploitasi telah sclesau dan telah dilaksanakan usaha
pelestarian fungst hingkungan, Badan Usaha wajib secara tertulis
mengembalikan scluruh wilayal yang tidak dipergunakan lagi
kepada Kepala  Daerah  dengan  tembusan  kepada Menteri,
sclambal-lambatnya 90 (scmbilan puluh) harr kalender sctelah

kegiatan pembangkitan dimulai.

(3) Pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayal (2) adalah sah sclelan mendapatl persctujuan lertulis dari
Kepala Dacrah berdasarkan -’cvnhxasi teknis  dan  rckomendasi
Pemerintah Dacrah sctempal dalam pelaiksanaan pelestarian fungsi

lingkungan.

() Kepala Dacrabh menctapkan  persctujuan  sclambat-lambatnya
dalam jangka waktu 30 (tiga pulub) haunr kalender sctelah

menerima perimehonan pengembalian wilayah.

Pasal 11
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(3) Tada tempat kepja, jalan dan gedung di wilayah usaha harus
dilengkapi dengan tanda-tanda larangan, peringatan dan anjuran
yang jelas dan mudah dimengerti, yang ditempatkan pada lokasi

yang strategts.

Pasal 16
Femeritah, PKUK, dan Pemegang lzin Fengusahaan wajib menjaga

kelestarian fungsi ingkungan.

Pasal 17

(1) PKUK dan FPemegang lzin Pengusabaan  wajib menyediakan
pcralatan  pencegahan  dan  penanggulangan  pencemaran
lingkungan, antara lain :

a. kolam penampungan lumpur bekas pengeboran  (ud pif)
yang kecdap air dengan daya tampung yang cukup memadai
dan daya serap terbadap bahan pencemaran yang linggi,
schungga kuahtas air limbah yang inengalir ke luar dapat
memenuhi kelentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

b. peredam suara, sehingga ltingkat kebisingan yang terjadi di
daeralh perumahan dan pemukiman adalah di bawah nilai
ambang batas 55 dB dan untuk dacrah Ruang Terbuka tijau

adalah di bawah 50 dB.

(2) PKUK dan Pemegang [zin Pengusahaan wajibh melakukan:

a. pencegahan dan penanggulangan  pencemaran  lingkungan
yang diakibatkan olch pengusahaan sunuber daya panas buni,
dan

. pencegahan terjadinya erost tanah yang diakibatkan olch

pengusahaan sumber daya panas bumi.

(3) Dalam



PPRESIDEN

FREPUIBLIS INIDONL SIA
- 11 -

Pasal 13

(1) Badan Usaha yang mclaksanakan pengusahaan suwmber daya panas
bumi  wajib memenuhi  ketentuan  perpajakan  scsuat dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Badan Usaha yang melaksanakan penanaman modal di bidang
pengusahaan sumber daya panas bumi dapat diberikan fasilitas
perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

 BAB X
HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

Pasal 14

(I} Havga jual tcnaga listrik oleh Badan Usaha kepada konsuimen

dinyatakan dalam rupiah.

(2) Tata cara dan syaral-syarat jual beli tenaga listrik ditetapkan lebih

lanjut ofeh Menteri.,

BAB X1
KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Pasal 15

(1) Pekenja yang melakukan keziatan dalam  pengusahaan sumber
daya panas bumit wajih meng zunakan peralatan dan perlengkapan
scsuai  kebuluhan  yang  memecenuhi syarat  kesehatan  dan

keselamatan kerja.

(2) Sctiap orang, yang diizinkan masuk wilayal kegiatan pengusahaan
sumber daya panas bumi, barus didampingt olch petugas yang

berwenang dan wajib imenggunakan pevalatan kesclamatan kerja.

(3) Pada
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(3) Dalam mempersiapkan lokasi pengeboran, 'KUK dan Pemegang

[zin Pengusahaan harus momperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. membuat saluran an (drainage) scpanjang jalan baru dan di

sckitar lokasi pengeboran;

b. pembukaan lahan untuk jalan dan lokast pengeboran harus

dilakukan seminimal mungkin;

c. pengambilan air  untuk  keperluan  pengeboran  harus

memperhatikan kepentingan pithak fain.

(1) PKUK dan Pemegang lzin Iengusahaan wajib menutup sumur bor
Eksplorasi yang tidak dimanfaatkan fagi, untuk menghindari
ferjadinya scmburan liar vap dan gas yang berbahaya terhadap

hingkungan di sckitarnya.

(5) PKUK dan Pemegang izin Pengusahaan wajib mengelola sumur bor
Eksplorasi dan atau  Yksploitasi yang berpotensi  terjadinya

scmburan gas yang tidak terkendali.

Pasal 18

{I) PKUK dan FPemegang Izin Pengusahaan  wajib  melakukan
pencegahan dan penangguiangan pencemaran hingkungan yang,

diakibatkan oleh kegiatan Eksploitasi sumber daya panas bumi.

(2) PKUK dan Pemegang lzit Pcngusahaan dilaraﬁg mecmbuang
l[imbah  padat, limbah cair dan  cnusi gas yang dapat

mengakibatkan pencemaran lingkungan.

(3) PKUK dan Pemegang lzin Pengusahaan harus mempunyar alat
pengelola limbah (padatl, cair dan gas buang) yang mecmpunyai

persyaratan tckuis, sehagat bevikut

a. mempunyar kapasitas yang mampu mengolah limbah (Iimbah

padat (B3/non B3), cair dan gas buang) yang bevsangkutan,

b. mampu
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b, mampu menurunkan kadar limbah (padat, cair dan gas buang)

yang membahayakan,

c. memungkinkan pengambilan contoh hmbah (padat, cair dan

gas buang).

Pasal 19

PKUK dan Femegang lzin Pengusahaan harus memenuhi baku multu

udara dan linabah cair sebagai berikut :

a.

150

Baku mutu udara aimbicrif untuk SO: tidak lebih dart 365 ug/Nm?,
CQ tidak Iebih dari 10.000 ug/Nm?* | NQO: tidak lebih da 150
ug/Nm?,

Baku mutu udara cmisi untuk SOz tidak lebih dart 800 mg/m?3,
NQ: tidak lebih dari 100 mg/m?, H:$ tidak febih dari 35 mg/m?,
amonia (NH) tidak lebih dari 0,5 mg/m

baku mutu kualitas limbah cair yaitu temperatur air buangan tidak
lebih dati 38 OC, kekeruhan 30 NTU, padatan terlarut 2000 mg/1,
padatan tersuspensi 80 mg/1, pil 6 — 9, BOD tidak lebih dari 50
mg/l, COD tidak lebih dari 100 mg/l1, klorin bebas (Clz) tidak
febih dari 1 mg/l, sianida (CN) 0,02 mg/l, Arsen (As) 0,1 mg/l,
Sulfida (H.S) 0,05 mg/1.

Pasal 20

Pengusabaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan tenaga

listrik tidak bolch dilaksanakan di kawasan suaka alam, kawasan

pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya.

BAB XiI ..
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BAB XlI
SANKSH

Pasal 21

Pemegang 1zin Usaha yang melanggar kelentuan selva3aimatm
dimaksud dalam Pasal 7, Yasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Yasal 10
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat
(1), Pasal 14 ayat (1), Pesal 15, dan Pasal 17 diberikan sanksi
oleh Kepala Daerah, berupa : "

a. Pencabutan sementara [zin Pengusahaan, atau

b. Pencabutan lzin Pengurahaan.

Sanksi schagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah

terlebih dahulu mendapal peringatan sccara tertulis.

BAB XIII
JANGKA WAKTU DAN FENGAKHIRAN

Pasal 22

jzin Fengusahaan berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun,

dengan ketentuan : :

a. dalam hal kegiatnﬁ pengusahaan sumber daya panas bunu
dilakukan oleh™ Koperast dan Badan Usaha Swasta untuk
pembangkitan tenaga listrik  unluk kepentingan  sendiri

o

sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2 ayat (5), Izin
Pengusahaan dihitung ssjaf( dimulainya tahap Eksplorasi;

b. dalam hal kegiatan pcngusahaan sumber daya panas bumi
dilakukan oleh Koperast dan Badan Usaha Swasta untuk
petbangkitan tenaga [istrik untuk kepentingan umum sebagai
tindak fanjut alas ekplorasi yang dilaksanakan oleh pemerintah
scbagaimana dimaksud dalam FPasal 3 ayat (3), Ilzin

Fengusahaan dihitung scjak dimulainya tahap Eksploitasi.

(2) Paling ...
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(2) Paling lambat 6 (enam) bulan selclah jangka waktu lzin
Pengusahaan berakhir, Badan Usaha wajib mengembalikan

Wilayah Usaha kepada Kepala Dacrah.

(3) Setelah berakhirnya jangka waktu scbhagaimana dimaksud dalam
ya jang &
ayat (2) semua asct yang berkaitan dengan pengusahaan panas

bunmi mergadi milik Negara.

(4) Kepala Daerah menetapkar. persctujuan pengakhiran pengusahaan
sctelah Badan Usaha melaksanakan pelestarian dan pemulihan
fungsi lingkungan pagda lokasi pengusahaan panas bumi yang

dinyatakan oleh [‘emcr{ntah Dacrah setempat.

I’asakl 22
(1) Izin Pengusahaan sumper daya panas bumi untuk pembangkitan
tenaga listrik dapat dipgrbarut dengan izin Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah mengeluerkan pembaruan izin  pengusahaan
secbagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan evaluasi yang

dilakukan oleh tenaga ghli vang berwenang.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasa} 24

(1) Menteri dan Kepala Daerah, sesuai dengan fungsinya masing-
masing, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan Pengusahaan Samber Daya Panas Bumi.

(2) -Pembinaan
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Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) melipuli kelangsungan nenyediaan tenaga listrik, keselamaltan
ketenagalistrikan yang mencakup kesclamatan instalasi sumur
panas bumi maupun instaasi lenaga listrik, keselamatan kerja,
kesclamatan umum, hindungan fungst lingkungan, dan tercapainya

standardisasi.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kontrak Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan alau Kontrak
Kerja Sama Pengusahaan Sumber Daya Panas DBumi yang tclah
ditandatangani sebelum diletapkan Keputusan Presiden ini, tctap
berlaku, dan tetap dikenakan peraturan perpajakan berdasarkan
Keputusan I'vesiden Nomor 49 Tahun 1991 sampai Kontrak Kerja
Sama yang bersangkulan berakhir, sepanjang 1idﬂk.ditc{zly’)rlr<rz~1-n lain
berdasarkan hasil negostasi ulang kontrak oleh Tim Restrukturisas
dan Rehabilitasi PT. (PERSERO) Perusahaan Listrik Negara sesuai
Keputusan Presiden Nomor 166 Taliun 1999 tentang Tim
Restrukturisasi dan. Rehabilitasi I'T. (PERSERO) Perusahaan Listrik

Negara,

Kuasa dan wilayah kerja pengusahaan sumber daya panas bumi
yang telah diberikan kecpada Pertamina  scbelum  ditetapkan
Keputusan Presiden ini tetap berlaku sclama 2 (dua) tahun scjak
diberlakukan  Keputusan residen  ini, dan  Perlamina  wajib
melakukan penycsuaian  legiatannya  berdasarkan  Keputusan
Presiden ini.

(3) Pertamina
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(3) Pertamina wagth menyerabhkan  kepada  Mentenn dokumen
| Eksplorast dan Eksploitast dalam pcngﬁsahaan sumber daya panas
bumi yang telah dilakukar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan yang akan dilakukan dalam sisa jangka waktu 2 (dua) tahun

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB XVi

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan ditetapkan Keputusan Fresiden ini) Keputusan Presiden Nomor
22 Tahun 1981 scbaga'ihmna telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 45 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomotr 49 Tahun
1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai
dan Pungutan-pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Izin
Pengusahaan Panas Bumi untul: Pembangkitan Tenaga/Energi Listrik

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Pelaksanaan ketentuan Keputusan Presiden int ditetapkan lebib lanjut

dengan Keputusan Mentert,

Pasal 28
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Pasal 28
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diletapkan.
Ditctapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2000
@ ’ PRESIDEN REPUBLIK INDONLESIA,
ttd

ABDURRATIMAN WAHID

Salinan sesuat dengan aslinya

'SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan

,,/:’ o .
% Pertihding -undarigan 1,
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